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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
ABSTRAKSI : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63

Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan
Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna
mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan
dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali
organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008
tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
25/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1165); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi
ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1624); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Klasifikasi, susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja,
Eselonisasi, Satuan Pengawasan, Lokasi dan Wilayah Kerja, Ketentuan Lain-lain,
Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30/12/2020
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta
pejabat yang memangku jabatan lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1474), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan
Menteri ini.



- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1474), dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 33/PERMENKP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1474), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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